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BAB III 

                                                            PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dalam menangani permasalahan dalam pelaksanaan penyitaan dan   pengembalian 

barang sitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 46 KUHAP. Penegakan 

prosedur penyitaan secara ketat dan sah sesuai undang-undang, penguatan pengawasan 

internal dan eksternal terhadap tindakan penyitaan, penyusunan aturan pelaksana yang 

mengatur secara rinci batas waktu dan mekanisme pengembalian barang, serta 

peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar dapat menjalankan tugasnya sesuai 

prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Selain itu, prosedur pengembalian harus 

disederhanakan dan transparan agar pemilik barang tidak dirugikan secara hukum 

maupun ekonomi. Edukasi berkelanjutan kepada penyidik dan aparat penegak hukum 

lainnya juga merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa mereka memahami 

dan menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan 

menerapkan langkah-langkah tersebut secara konsisten, maka penegakan hukum dalam 

penyitaan dan pengembalian barang sitaan dapat berlangsung secara adil, tertib, dan 

menghormati hak-hak warga negara. 
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B. Saran 

1. Penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan Pasal 46 KUHAP 

 

Pemerintah melalui lembaga yang berwenang, seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian 

RI, dan Mahkamah Agung, perlu menyusun dan menerbitkan pedoman teknis yang 

rinci mengenai prosedur pengembalian benda sitaan. Pedoman ini harus mencakup 

tahapan, batas waktu, pihak yang berwenang, serta hak-hak pihak yang terlibat, agar 

mekanisme pengembalian berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel. 

 

2. Revisi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan 

 

Perlu dilakukan revisi terhadap Pasal 46 KUHAP dengan menambahkan ketentuan 

operasional yang lebih jelas, atau menyusun peraturan pelaksana yang mengatur 

mekanisme pengembalian benda sitaan secara komprehensif. Harmonisasi antara 

KUHAP dan peraturan teknis lembaga penegak hukum juga penting agar tidak terjadi 

tumpang tindih atau kekosongan hukum. 

 

3. Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas 

 

Diperlukan sistem pengawasan internal maupun eksternal yang kuat dalam pelaksanaan 

penyitaan dan pengembalian benda sitaan, termasuk pemberian sanksi tegas terhadap 

penyimpangan prosedur. Mekanisme pengaduan masyarakat juga harus diperkuat agar 

korban penyalahgunaan wewenang dapat memperoleh keadilan. 
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